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Hariadi Kartodihardjo dan Sudarsono Soedomo MESKIPUN bukan satu-sa- wasan lindung di daerah aliran 

an tunya faktor, kerusakan hutan sungai (DAS) tertentu sehingga 
terutama di kawasan lindune tidak memnunvai damnak sie- . " " 

TENADI\IYA korban maupun kerll*an matcri &,hat adalah faktor penentu terjadc nifikan. 
nya banjir. Sudah banyak ma- Hasil identifikasi Lembaga 

banjir yang si~dah hampir rutin sat ini tidaklah se- salah yang diungkap sebagai Penelitian IPB (2002), misahya, 
penyebab kerusakan hutan. Si- di DAS Ciliwung di tahun 2003 

patutnya disebut sebagai bcncana darn d m  kcmudian ntesis hasil sejumlah diskusi terdapat 102 proyek yang ter- 
oleh alumni F'akultas Kehutan- kait dengan pengendalian ban- - 

lepas tangan. Barangkal i sikap vang pcrlu d i ~ ~ j u d k a n  an IpB dalam acara "Hari pu- jir cli Jakarta, tetapi mempunyai 

BC tcgas tentanp keangkllhan b&- 'ang Kampus". September ta- sinerg Yang rendah. K d u a ,  
hun ini. menuniuk beberana ne- manfaat nrovek baei nening- 

kchodohan kila semua. Karena pen~cbab 
c. ickomcnd~$i ianp dikcmukakan dari \v&tu kc 
waktu lctap yaig itu-itu ji~ga, tctapi scnaitiasa lidah 
.ada pemharuan landa~an kcbijakan yang memungki n- 
kan peme1)abpenvcbaI) banjir d a p t  diminimalkai. 

B 
ANJIR yang telah 
terjadi dan menyebar 
di hampir seluruh 
ivilayah Indonesia 
saat ini sudah akan 

menjadi bagian rutin bagi ke- 
hidupan kita. Alasan teknisnya 
adalah telah tidak berfungsinya 
berbagai jenis kawasan lindung 
untuk menyerap air serta ter- 
hambatnya aliran air ke laut 
oleh berbagai sebab, termasuk 
lama waktu air laut pasang. De- 
ngan demikian, penyebab banjir 
hampir selalu melibatkan alam 
da.- manusia. Sesungghnya 
kc an banjir adalah hasil in- 
t ems i  manusia dan alam yang 
keduanya saling memengaruhi 
dan dipengaruhi. Oleh karena 
itu, menunjuk faktor tungcal 
penyebab banjir, termasuk ban- 
jirbandang dan longsor, sangat- 
lah tidak bijaksana dan ke- 
rnungkinan besar akan salah 
arah. 

Semakin meningkatnya be- 
saran kerugian akibat banjir 
menggiring kita untuk menyi- 
kapi peristiwa gang sebenarnya 
te rjadi secara nltin ini dengan 
lebih cermat. Sikap yang ba- 
gaimanakah yang diperlukan? 

Sikap tersebut tergantung 
bagaimana kita rnemandang 
peristiwa alam yang menimbul- 
kan banjir. Pertama, anggap sa- 
ja pengaruh alam, dalam ha1 ini 
lama waktu dan tinggnya curah 
hujan serta air laut pasang, ada- 
lah tetap (given), dalam arti ti- 
dak dapat dipenganh manu- 
sia. Pengaruh alam terhadap 
banjir sangat tergantung pada 
faktor frekuensi terjadinya dan 
magnitude-nya sehlngga ke- 
mampuan memprediksi kapan 

te jadinya banjir merupakan 
penentu respons tindakan nyata 
yang dilakukan. 

Banjir uk~lran kecil lebih se- 
ring terjadi dan lebih mudah 
diprediksi. Sebaliknya, banjir 
besar rnempunyai frekuensi ke- 
jadian yang lebih jarang dan 
lebih sulit diprediksi kapan ter- 
jadinya. Peristiwa tanah longsor 
lebih sulit diprediksi diban- 
dingkan dengan peristiwa ban- 
jir. Maka sikap luta haruslah 
responsif dan antisipatif terha- 
dap gejala alam tersebut. "Ki- 
tan dalam ha1 ini ditujukan ter- 
utama bagi lembaga-lembaga 
publik yang menjadi represen- 
tasi orang banyak. 

Kedua, pengaruh alam yang 
lain, seperti kawasan lindung 
yang telah rusak maupun ba- 
nyaknya hambatan aliran air, 
hampir seluruhnya adalah pe- 
ngaruh manusia terhadap alam, 
dengan pokok pangkal yang 
sama, yaitu sangat tergantung 
pada kebijakan-kebijakan pub- 
lik yang ditelurkan oleh lem- 
baga-lembaga publik. 

Dalam ha1 ini hams dihindari 
pernyataan yang sering muncul, 
"Banjir adalah tanggung jawab 
kita semua". Tentu saja arti ka- 
limat ini benar, tetapi gaga1 
mengai-tikulasikan tanggung 
jawab yang hams dituntut, dan 
langkah perbaikan yang nyata. 
Karena persoalan yang paling 
mendasar saat ini bukan ter- 
letak pada tingkah laku per- 
orangan, melainkan besamnya 
peluang (opportunity sets) bag  
perorangan untuk merusak 
sumber daya alam akibat ber- 
bagai fungsi lembaga-lembaga 
publik yang tidak jalan. 

nyebab' kerusakan hutan: yaitu 
1. Belurn sinkronnya peratur- 
an-perundangan, 2. Lemahnya 
kapasitas dan peran instansi pe- 
merintah (pusat maupun dae- 
rah) yang menyebabkan lemah- 
nya kebijakan maupun irnple- 
mentasinya, serta menimbulkan 
ekonomi biaya tinggi bagi tran- 
saksi atau hubungan struktural 
antara pemerintah dengan ma- 
syarakat (termasuk dunia usa- 
ha), 3. Kedua ha1 tersebut me- 
nyebabkan tidak tertanganinya 
konflik sosial dan mudahnya 
kawasan hutan negara menjadi 
sumber daya yang memiliki ak- 
ses terbuka (open access resour- 
ces), serta 4. Besarnya hambatan 
untuk melakukan sinkronisasi 
kebijakan-meskipun sudah 
banyak sekali rekomendasi un- 
t ~ k  itu-akibat perbedaan per- 
sepsi dan t in. inya konflik ke- 
pentingan. 

Situasi yang demikian itu se- 
cara umum menjadikan insen- 
tif, kemauan, maupun kemam- 
puan untuk mengendalikan pe- 
rusakan hutan sangat kecil, 
bahkan tidak ada. Sikap per- 
orangan maupun instansi-in- - 

stansi pemerintah pada umum- 
nya menjadi myopic-pragma- 
tis, reaktif, berpikiran sempit 
dan jangka pendek. Kondisi 
yang clcmikian itulah yang men- 
jadi argumen mengapa berbagai 
rekomendasi teknis untuk 
memperbaiki kinerja pengelo- 
laan hutan tidak berjalan. 

Dalam skala \\dayah, sikap 
pragmatis tersebut ditunjukkan 
antara lain oleh lahirnya pro- 
yek-proyek fisik pengendalian 
banjir secara parsial. Misalnya, 
berupa bangunan-bangunan 
air, rehabilitasi hutan dan la- 
han, pembongkaran bangunan 
yang tidak memen~lhi tata ru- 
ang, dan lain-lain. Dua syarat 
agar pmyek-proyek tersebut 
dapat berhasil guna sering kali 
tidak terpenuhi. Pertama, pro- 
yek-proyek yang dilaksanakan 
tidak menjadi kesatuan d a d  
atau lokasinya tidak tepat un- 
tuk meningkatkan fungsi ka- 

katan fuggsi' ka~vasin h d u k  
adalah manfaat jangka pan- 
jang, namun keberlangsungan 
dampak jangka panjang dari 
proyek-proyek tersebut hanya 
diasumsikan pasti akan te rjadi. 

Tenvujudnya kesatuan, kete- 
patan lokasi, dan manfaat jang- 
ka panjang tergantung pada as- 
pek kelembagaan yang justru 
dalam perencanaan pemba- 
ngunan saat ini selalu diasum- 
slkan given atau diabaikan. Ke- 
lembagaan tidak pernah diang- 
kat sebagai variabel yang se- 
lama ini menjadi penyebab ber- 
bagai kegagalan program pem- 
bangunan. 

Sebut saja soal rehabilitasi 
hutan dan lahan. Hasil studi 
tahun 1998 menunjukkan bah- 
wa pelaksanaan rehabilitasi hu- 
tan hanya berhasil sampai di 
akhir tahun ketiga, yaitu pe- 
riode di mana proyek masih ber- 
jalan. Setelah itu, sebagian be- 
sar tanaman musnah akibat ti- 
dak adanya lembaga yang me- 
rasa punya kepentingan atas 
hasil rehabilitasi tersebut. 

Contoh lebih baru, misalnya, 
evaluasi Departemen Kehutan- 
an terhadap realisasi fisik hasil 
rehabilitasi hutan dan lahan da- 
ri Dana Alokasi Khusus tahun 
2001 yang hanya 41 persen. De- 
ngan mengacu hasil studi di 
atas, dapatlah diprediksi bahwa 
setelah tahun keempat hasil fi- 
sik tersebut akan berkurang. 
Meskipun masih terlalu dini un- 
tuk dinilai, Gerakan Nasional 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(GNRHL) yang bertujuan mulia 
diperkirakan akan mengalami 
nasib serupa apabila aspek pe- 
nataan kelembagaan hanya 
menjadi kegiatan sampingan 
dan bukan menjadi syarat mut- 
lak untuk dapat mempertahan- 
kan hasil gerakan tersebut da- 
lam jangka panjang. 

Penguatan aspek kelembaga- 
an bukan hanya meliputi orga- 
nisasi penanggung jawab pe- 
laksana kesatan, tetapi juga 
menyangkut kepastian hak 
(property rights) atas hutan dan 
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dang - Sebuah rumah, mushala, dun kantor Lurah Kototuo di tepi Sungai Lubuk Minturun, hari Sabtu malam hingga Mingsl 
banjir bandang. Air sungai naik hingga empat meter dari kondisi normal sehingga ratusan rumah warga terendam hingga satu 
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lam Instruksi Presiden (Inpres) 
Xomor 5 Tahun 2003 tentang 
Paket Kebijakan Ekonomi Men- 
jelang dan Sesudah Berakhir- 
nya Program Kerja Sama de- 
ngan International Monetary 
Fund (IMF). Pertanyaannya ba- 
gaimana pemerintah memaknai 
kata "berkelanjutan" dalam in- 
pres tersebut, sementara prog- 
ram ekonomi tidak dikaitkan 
dengan masalah kehutanan @an 
lingkungan hidup. 

Dari 30 lembaga, Menteri Ke- 
hutanan dan Menteri Ling- 
kungan Hidup tidak ikut men- 
dapat instruksi dalam inpres 
tersebut. Adanya dikotomi se- 
cara nyata antara sektor eko- 
nomi clan lingkungan pastilah 
tidak akan menyentuh upaya 
perbaikan kerusakan sumber 

claya alam dan Lingkungan hi- 
dup saat ini. Padahal, keduanya 
menjadi bagian dari akar ter- 
jadinya konflik sosial yang se- 
lama ini justru menghambat in- 
vestasi maupun menyunbang 
kerusakan berbagai infrastruk- 
tur ekonomi akibat banjir, ban- 
jir bandang, dan longsor yang 
semakin nttin terjadi. 

Artinya, program kedua sek- 
tor Sang tidak termasuk dalam 
inpres tersebut justru menjadi 
bagian integral dari keberlan- 
jutan ekonomi di masa depan. 
Kebijakan nasional seperti ini 
diperkirakan akan terus memi- 
cu eksploitasi sumber daya alam 
dan di waktu yang sama akan 
semakin sulit mengubah sikap 
myopic lembaga-lembaga pe- 
merintah pusat maunui: dae- 

rah. 

KERMAN Daly memberi 
analog- yang menggambarlran 
keterkaitan antara ekonomi dan 
daya dukung lingkungan, de- 
ngan rnemakai garis Plimsoll 
yang biasa dikenal di dunia ma- 
ritim. Garis Plimsoll memberi 
petunjuk sampai seberapa ba- 
nyak muatan dapat dimasuk- 
kan ke dalam kapal agar ke- 
amanan berlayar tetap te rjaga. 
Garis ini analog dengan daya 
dukung lingkungan. Sistem 
ekonomi analog clengan cara 
mengatur barang di atas kapal, 
dan apabila tidak efisien akan 
menyebabkan inefisiensi pe- 
manfaatan ruang di dalam ka- 
pal. tetani tak ada hubungannya 

dengan letak garis Plimsoll. 
Dari indikator kerusakan 

s ~ m b e r  daya alam, lingkungan 
hldup, banjir maupun longsor, 
dapat dittmjukkan bahwa saat 
ini daya dukung lingkungan te- 
lah terlampaui. Merujuk kiasan 
Herman Daly, semestinya sikap 
pernerintah membantu menga- 
tur barang di dalarn kapal. de- 
ngan terus memperhatikan po- 
sisi garis Plimsoll. Tetapi, rupn- 
nya itu semua belum akan ter- 
ja&. Politik ekonorni nasio 
bahkan terus be rjalan den! 
angkuhnva, yang justru sep 
tinya memastikan bah~va g; 
Plimsoll tidak pemah ada. 
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